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TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Strategis Badan Layanan
Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik H



Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Manajamen Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 68);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 04);

14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2019
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keija Unit
Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 50).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang

Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang adalah unsur pembantu

Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa
jabatan Kepala Daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten tulang Bawang yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang
Bawang adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten
tulang Bawang untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Puskesmas yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
Puskesmas adalah dokumen perencanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

10. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

11. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. BMW adalah Program Bergerak Melayani Warga, merupakan Program
Bupati Tulang Bawang untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.



14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka keija
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

17. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah
suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan, yang disusun dan disajikan sebagai
bahan penyusunan rencana keija dan anggaran Perangkat Daerah.

20. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang.

21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah keija.

BABU
RENSTRA BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PUSKESMAS

Pasal 2
1. UPTD Puskesmas menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD

dan Renstra Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022.
2. Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

sistematika penyusunan sebagai berikut :
a. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, penjelasan umum latar belakang

penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan
disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.



b. Pada bab II berisi gambaran pelayanan UPTD Puskesmas Kabupaten
Tulang Bawang, yang terdiri atas uraian Tugas Fungsi dan Struktur
Organisasi UPTD Puskesmas, sumberdaya UPTD Puskesmas, Kineija
Pelayanan UPTD Puskesmas.

c. Pada bab III berisi tentang permasalahan dan isu-isu strategis UPTD
Puskesmas, uraian identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan UPTD Puskesmas, telaah visi dan misi RPJMD, dan Telaah
Renstra Dinas Kesehatan, serta isu strategis.

d. Pada bab IV berisi tentang Tujuan dan sasaran Jangka menengah
UPTD Puskesmas yang ingin dicapai serta menguraikan upaya-upaya
pengembangan layanan, rencana program kegiatan dan keuangan yang
harus dilakukan UPTD Puskesmas.

e. Bab V berisi Analisa SWOT yang mendukung strategi dan arah
kebijakan UPTD Puskesmas.

f. Bab VI berisi tentang program dan rencana kegiatan yang secara rinci
berisi rencana program dan kegiatan, indikator kineija, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif UPTD Puskesmas yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD.

g. Bab VII berisi tentang kineija penyelenggaraan bidang urusan yang
secara rinci berisi tentang indikator kinerja utama (IKU) UPTD
Puskesmas dan indikator kineija kegiatan (IKK) UPTD Puskesmas.

h.Bab VIII Penutup, berisi uraian tentang renstra sebagai acuan dasar
pengukuran dan evaluasi kineija secara kumulatif, serta dapat
membangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk
taat azas dalam perencanaan kineija tahunan.

3. Renstra Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Kabupaten
Tulang Bawang serta berpedoman pada RPJMD bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra BLUD UPTD Puskesmas dirumuskan ke dalam rencana keija
perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

Pasal 4

1. UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
2. RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. anggaran berbasis kineija;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan

akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat,
hibah, hasil keijasama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya,
APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.



3. Anggaran berbasis kineija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output
dengan penggunaan sumber daya secara efïsien.

4. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu
daerah.

5. Dalam hal belum menyusun standar satuan harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang
ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.

6. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut
belanja operasi dan belanja modal.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENSTRA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 5

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Puskesmas, mencakup
indikator kineija Unit Puskesmas serta rencana program, kegiatan, sub
kegiatan dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Unit
Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas melalui pemantauan dan
supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Unit Pelaksana Teknis Daerah
Puskesmas.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kineija
BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, rencana program,
kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan
fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra BLUD Unit
Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, dan telah dilaksanakan melalui
Renja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.

Pasal 6

(1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian,
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas melakukan tindakan
perbaikan/penyempumaan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Daerah.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
(1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas menjadi pedoman bagi Kepala Unit

Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dalam penyusunan Renja.

(2) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang melakukan sinkronisasi
antara Renja dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas
dengan Anggaran Keija Pejabat Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR :


